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<p>Perkembangan kejahatan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi atau yang sering disebut
cyber crime semakin meningkat dengan berbagai modus operandi yang dilakukan Namun, payung hukum
bagi aparat penegak hukum belum ada khususnya dalam hal penyidikan dan penggunaan bukti digital
sebagal alat bukti dalam kejahatan ini. <p>Penelitian pada Sat Unit V IT & CC Dit Il Eksus Bareskrim Polri
ini mempunyal duatujuan, yaitu : pertama, Memberikan gambaran dan menjelaskan seutuh mungkin
mengenai proses penyidikan tindak pidana kejahatan cyber ditinjau dari segi yuridis normatif. Kedua,
menjelaskan faktor pendorong dan penghambat proses penyidikan kasusini. <p>Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Informasi atau data berasal dari informan dan dokumen Unit
V IT & CC, seperti berkas perkara, surat-surat, foto. Teori dan konsep yang penulis gunakan dalam
pembahasan atara lain konsep penegakan hukum, teori pembuktian negatif, konsep hukum cybercrime dan
konsep penyidikan KUHAP Berta konsep UU No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi.untuk membahas
faktor pendorong dan penghambat penyidikan kasus ini penulis menggunakan teori faktor-faktor penegakan
hukum. <p>Hasi| penelitian menunjukkan bahwa. Dalam melakukan penyidikan tindakan penyidik untuk
mengambil bukti digital belum ada petunjuk teknis atau standart operating procedur (SOP) jadi keabsahan
dari tindakan penyidik diragukan, Penyidik telah memenuhi seluruh alat bukti yang dituangkan dalam
berkas perkara. Penyidik menerapkan pasai pidanayang diatur dalam UU No. 36 Tahun 1999 tentang
telekomunikasi dan KUHP sebagai altematif tidak adanya undang-undang yang khusus mengatur kejahatan
ini. Namun, pada resume di setiap berkas perkaratidak dilakukan analisis yuridis dengan jelas dan rinci.
<p>Pembahasan meiiputi kajian proses penegakan hukum kasus hacking, menggunakan teori pembuktian,
konsep penegakan hukum negatif, konsep hukum cyber crime dan konsep penyidikan KUHAP. Kgjian
penegakan hukum kasus hacking website Golkar difokuskan dalam dua bidang, yaitu : penerapan pasal
pidana dan penggunaan bukti digital. Teori faktor-faktor penegakan hukum penulis gunakan untuk
membahas faktor pendorong dan penghambat penyidikan kasus ini. <p>Penulis menyarankan agar segera
direalisasikan undang-undang tindak pidanateknologi informasi dan dunia maya. Petunjuk pelaksanaan dan
teknis penyidikan cyber crime segera dibuat sebagai pedoman anggota di lapangan dalam menyelidiki dan
menyidik kasus cyber crime. Selain itu, rapat koordinasi antara aparat penegak hukum dalam sistem
peradilan pidana (Criminal Justice System) untuk menyikapi maraknya fenomena kejahatan ini juga tak
kalah penting untuk dilakukan dengan intensif.
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